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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga buku "Ilmu Perundang-

Undangan di Indonesia" dapat disajikan kepada pembaca. Buku ini 

merupakan upaya Penulis untuk menghadirkan pemahaman yang 

komprehensif mengenai sistem perundang-undangan di Indonesia. 

Dalam dunia hukum, perundang-undangan memiliki peran yang 

sangat vital dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan 

perubahan yang semakin dinamis, pengetahuan mengenai ilmu 

perundang-undangan menjadi semakin penting.  

Buku ini hadir sebagai sarana bagi para pembaca, terutama 

mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang 

tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai Ilmu Perundang-

Undangan di Indonesia. Hadir spesial dalam 16 Bab yaitu Ilmu 

Perundang-Undangan Sebagai Disiplin Ilmu Hukum; Norma Hukum 

dalam Peraturan Perundang-Undangan; Sejarah Perundang-

Undangan di Indonesia; Sumber Hukum Formil dan Materiil dalam 

Hukum Tata Negara; Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-

Undangan; Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di 

Tingkat Pusat; Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Evaluasi Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan di Tingkat Pusat dan Daerah; Meaningful 

Participation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 

Wewenang dan Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Omnibus: Jenis 

Peraturan Perundang-Undangan atau Metode Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan?; Harmonisasi dan Sinkronisasi 

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Perubahan dan 

Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan; Penggunaan Metode 

Ria dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan Bahasa 
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Indonesia Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. 

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih 

positif bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam memahami 

perundang-undangan di Indonesia, dan dapat memberikan manfaat 

yang luas bagi para pembaca. 

 

Salam hormat, 

 

Penulis 
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BAB 1  

ILMU PERUNDANG-

UNDANGAN SEBAGAI 

DISIPLIN ILMU HUKUM 
 

 

Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD. 

Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia 

 

 

 

Pendahuluan 
Burkhardt Krems seorang Profesor Ilmu Perundang-undangan yang 

berasal dari Jerman, mendefinisikan Ilmu Perundang-undangan 

adalah ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan 

hukum negara (Sjarif, 2022). Ilmu Perundang-undangan merupakan  

ilmu yang berkembang di negara-negara hukum civil law, membahas 

dasar-dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

meliputi proses, teknik, bahasa, norma hukum, tata susunan 

(hierarki), jenis-jenis fungsi, dan materi muatan yang harus 

dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan (Indrati, 

2013). Ilmu Perundang-undangan juga mencakup teori perundang-

undangan, teori pembentukan undang-undang, dan teori negara 

hukum (Khalid, 2014).  

Dalam penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Negara Republik 

Indonesia, peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai 

bagian dari Sistem Hukum Nasional (Astomo, 2021). Pembentukan 

peraturan perundang-undangan harus memperhatikan landasan 

filosofi, yuridis, politik, dan sosiologis, serta sesuai asas-asas hukum.  

Ilmu Perundang-undangan penting untuk mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tokoh-tokoh utama yang 
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Penutup 
Dengan mempelajari Ilmu Perundang-Undangan, seseorang dapat 

memahami dasar-dasar dan proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan, sehingga dapat membantu para mahasiswa, 

teoritisi, teknis, dan mereka yang berhubungan dengan pembentukan 

peraturan perundang-undangan agar dapat memahami permasalahan 

tersebut secara lebih baik.  

 

 

******* 
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BAB 2  

NORMA HUKUM DALAM 

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN 
 

 

Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H.  

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya  

 

 

Norma 
Istilah ‘norma’ berasal dari kata ‘norm’ (bahasa Inggris) (Wijaya, n.d.), 

‘nomoi’ atau ‘nomos’ (istilah Yunani) yang berarti hukum (Asshiddiqie, 

2010). Judul buku Plato ‘Nomoi’ juga biasa diterjemahkan dengan kata 

“The Laws” dalam bahasa Inggris. Nomos berarti nilai atau norma yang 

diandaikan sebagai konsep yang mengakui bahwa yang berkuasa 

sebenarnya bukan orang melainkan hukum itu sendiri ((Editor), 

2005), dan ‘qo’idah’ (bahasa Arab) yang diterjemahkan sebagai 

‘kaidah’ juga biasa dikonotasikan pengertiannya dengan hukum 

(singular) atau al-ahkam (plural) (Asshiddiqie, 2015). 

Selanjutnya ‘norma’ adalah : 

1. Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam 

masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian 

tingkah laku yang sesuai dan berterima;  

Aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur 

untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu (Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, 2016). 

2. Ukuran (untuk menentukan sesuatu), ugeran (Poerwadarminta, 

1983), kaidah ((Ed), 2006). 
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‘superordinasi’ dan ‘subordinasi’. Tatanan hukum merupakan 

suatu tatanan urutan norma dari tingkatan yang berbeda, 

pembentukan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain 

yang lebih tinggi dengan diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi. 

Pemikiran ini dikembangkan oleh Adolf Julius Merkl, Hans Kelsen, 

dan Hans Nawiasky (Dhikshita, 2021). 

Dalam bukunya ”Allgemeine der Normen” dijelaskan bahwa 

konflik antara dua norma terjadi apabila antara apa yang 

diperintahkan dalam ketentuan suatu norma dengan apa yang 

diperintahkan dalam ketentuan norma lainnya tidak 

kompatibel/tidak cocok, sehingga mematuhi atau melaksanakan 

satu norma tersebut akan berpotensi melanggar norma lainnya. 

Hal ini dapat menyebabkan terjadinya konflik normal bilateral dan 

unilateral, konflik norma total dan parsial, konflik vertical (antara 

peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi), konflik 

horizontal (antar peraturan yang sederajat), serta antar norma 

dalam satu instrumen pengaturan itu sendiri (internal) (Dhikshita, 

2021). 

Konflik norma antar peraturan perundang-undangan 

diselesaikan dengan Asas Derogasi. Derogasi berasal dari istilah 

‘derogat’ atau ‘derogate’ yang artinya mundur, berkurang (Wijaya, 

n.d.), menurunkan nilai, menurunkan pangkat, membuat kerugian 

(Ranuhandoko, 2008). Istilah ‘derogat’ berasal dari kata kerja 

dasar ‘derogare’, yang bermakna menghilangkan nilai, 

keberlakuan, atau keefektifan dari sesuatu. Dalam konteks konflik 

norma, derogasi dapat diartikan sebagai peniadaan validitas suatu 

norma terhadap norma yang lainnya. Fungsinya sangat penting 

untuk menentukan norma mana yang harus 

diutamakan/diberlakukan apabila terdapat norma yang saling 

bertentangan (Dhikshita, 2021). Istilah ‘’derogate’ juga 

berhubungan dengan istilah ‘derogation’ (peniadaan sebagian dari 

(kekuatan) undang-undang oleh undang-undang lain (Hamzah, 

1985), pencabutan sebagian, penghapusan sebagian) ((Ed), 2006), 

dan istilah ‘derogo’ (mencabut sebagian, menghapus sebagian, 

mengurangi, menghentikan, mendesak) ((Ed), 2006). 

Asas Derogasi terdiri dari tiga asas, yaitu (Bakri, 2011): 
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a. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori 

Yaitu jika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi tingkatannya dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah, maka peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah tingkatannya dikesampingkan / 

tidak diberlakukan. 

b. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali 

Yaitu jika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan 

yang sederajat, dimana ada peraturan perundang-undangan 

yang bersifat khusus (special) bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang bersifat umum (general), maka 

peraturan perundang-undangan yang bersifat umum 

dikesampingkan /tidak diberlakukan.  

c. Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori 

Yaitu jika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan 

yang sederajat, dimana ada peraturan perundang-undangan 

yang baru bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih lama, maka peraturan perundang-

undangan yang lama dikesampingkan /tidak diberlakukan. 

 

 

 

*******  
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Prinsip dan Konsepsi Negara Hukum Indonesia 
Konsep negara hukum terkait erat dengan konsep negara modern, 

sehingga perkembangan negara dipengaruhi oleh konsep negara 

hukum. Globalisasi yang menciptakan hubungan sosial tanpa batas 

antara negara-negara, mendorong pertumbuhan negara modern. 

Negara berlandaskan hukum menciptakan kondisi bahwa 

penyelenggaraan negara disusun dan diatur sesuai dengan ketentuan 

yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Untuk 

meniadakan kekuasaan dan kewenangan yang tidak terbatas terhadap 

rakyatnya, maka hukum dijadikan sebagai landasan dalam setiap 

tindakan dan perbuatan negara yang seringkali diistilahkan dengan 

konsep rechtsstaat atau rule of law. Hampir semua negara di dunia 

menggunakan konsep negara hukum di mana arah daripada 

penyelenggaraan negara hukum, yang berarti bahwa segala tindakan 

dan keputusan yang diambil atau dilaksanakan oleh unsur-unsur 

negara, baik penguasa atau penyelenggara negara maupun warga 

negara, dilegitimasi hingga dibatasi oleh konstitusi. 

Konsepsi rechtsstaat dan rule of law merupakan bentuk daripada 

prinsip konstitusionalisme yang oleh Mahfud MD (Mahfud MD, 2003) 

dikatakan sebagai pembatasan kekuasaan pemerintah melalui 

Konstitusi. Konsepsi konstitusionalisme dianggap sebagai bagian yang 

tak terpisahkan dalam penyelenggaraan negara modern sebagaimana 

dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie (Asshiddiqie, 2011) dengan 
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Kedudukan dan kekuasaan suatu peraturan perundang-

undangan tersebut telah diatur sedemikian rupa sebagaimana 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, kemudian diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang selanjutnya diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan terakhir 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan perundang-Undangan. Mekanisme 

pembentukan perundang-undangan sebagaimana dimaksud 

mencakup materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan hierarkinya dan institusi yang menyusun dan 

membentuknya.  

Pada perubahan terakhir Undang-Undang tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana 

disebutkan dalam Bagian Ketujuh diatur mengenai perencanaan 

peraturan perundang-undangan menggunakan metode omnibus 

dengan maksud untuk menciptakan harmonisasi, pembulatan dan 

pemantapan dari suatu peraturan perundang-undangan sehingga 

terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan 

tidak saling tumpang tindih satu dengan lainnya. Secara umum 

pemaknaan omnibus sebagaimana diuraikan oleh Rio Christiawan 

(2021 : 1-3) yang mengelaborasi pemikiran para ahli bahwa 

omnibus law adalah suatu aturan yang terdiri dari banyak muatan, 

dapat dikatakan pula sebagai Undang-Undang dengan banyak 

muatan, serta tujuannya adalah konsolidasi antar norma hukum 

yang diatur terpisah dalam peraturan perundang-undangan. 

Sebagai contoh penerapan metode omnibus di Indonesia adalah 

pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta 

Lapangan Kerja yang merupakan kumpulan atau konsolidasi dari 

berbagai regulasi. 

 

 

******* 
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Pendahuluan 
Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada prinsip negara 

hukum, yang mengatur dan mengikat wilayah tertentu dengan 

menggunakan hukum positif. Hukum positif Indonesia adalah hukum 

yang berlaku di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia pada 

saat ini. Hukum ini memiliki peran penting dalam mengatur 

kehidupan masyarakat karena mengandung aspek materiil yang 

relevan. Konsep berlakunya hukum saat ini berarti bahwa aturan 

hukum ini telah berlaku sejak Indonesia merdeka berdasarkan 

konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD NRI 1945) hingga saat ini, dan menjadi dasar utama 

hukum positif. 

Dalam kerangka konstitusi UUD Tahun 1945, aturan peralihan 

dianggap sebagai hukum transitoir yang mengatur peralihan dari 

suatu situasi hukum tertentu ke situasi hukum yang harus 

diberlakukan, yaitu peralihan dari situasi hukum sebelum Indonesia 

merdeka ke situasi hukum setelah Indonesia merdeka. Isi dari hukum 

peralihan ini adalah untuk menegaskan bahwa semua aturan hukum 

yang belum terbentuk berdasarkan UUD ini tetap berlaku sampai 

terbentuknya aturan hukum baru yang sesuai dengan karakteristik 

khas bangsa Indonesia. 
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serta dalam perjanjian yang sudah ada, maka traktat tersebut 

disebut traktat kolektif atau traktat terbuka, seperti Piagam PBB. 

Traktat juga merupakan salah satu sumber hukum 

internasional. Hal-hal yang terkait dengan perjanjian internasional 

tersebut telah diatur dalam Konvensi Wina tahun 1969, yang berisi 

tentang kebiasaan internasional yang berlaku dan mengikat secara 

internasional. 

 

5. Pendapat Sarjana Hukum/Doktrin 

Doktrin memiliki arti yang sama dengan pendapat para sarjana 

hukum. Pendapat ini berasal dari para ahli di bidang ilmu hukum 

yang terkenal, diakui, dan berpengaruh. Doktrin ini mempengaruhi 

pengambilan keputusan. Doktrin bukan hanya sekadar pendapat, 

tetapi juga merupakan pendapat yang disepakati oleh semua pihak. 

Ketika seorang hakim memutuskan suatu kasus atau mengambil 

keputusan, sering kali ia mengacu pada pendapat para sarjana 

hukum yang telah dikenal, bertanggung jawab, dan diterima 

kebenarannya oleh berbagai pihak. Keputusan hakim tersebut 

kemudian menjadi suatu putusan yang digunakan kembali dalam 

menentukan keputusan lain dengan mengacu pada putusan yang 

sudah ada, yang disebut yurisprudensi. Oleh karena itu, doktrin 

memiliki hubungan dengan adanya yurisprudensi. 

Dalam hukum internasional, doktrin adalah salah satu sumber 

hukum yang sangat penting. Mahkamah Internasional juga 

mengambil keputusan dengan menggunakan doktrin atau 

pendapat para sarjana hukum. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum 

dalam Hukum Tata Negara terdiri dari sumber hukum materiil dan 

sumber hukum formil. Penggunaan dan pelaksanaannya sesuai 

dengan sistem dan kondisi sistem ketatanegaraan kita yang terus 

berubah secara dinamis dan semakin baik. 

 

 

******** 
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Definisi Asas Hukum  
Asas hukum merupakan prinsip dasar atau fundamental dalam 

hukum. Dalam asas hukum terdapat nilai-nilai yang menjadi landasan 

berpikir terkait hukum serta sebagai landasan dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan (Ansori, 2020). Asas hukum 

merupakan pikiran dasar dalam yang terdapat dalam sistem hukum, 

kemudian dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan 

(Atmadja, 2018).  

Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan bersifat 

abstrak, akan tetapi asas hukum terdapat dalam sistem hukum dan 

diejawantahkan dalam setiap hukum positif sehingga dapat 

ditemukan dengan memahami sifat-sifat dalam peraturan hukum 

(Warjiyati, 2018). Asas hukum merupakan hal yang penting dalam 

peraturan hukum, sebab asas hukum merupakan jantungnya 

peraturan hukum. Dikatakan demikian sebab dua hal, yakni: 

1. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas atas lahirnya 

peraturan hukum. 

2. Asas hukum merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum 

(Rahardjo, 1996). 
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2. Asas lex specialis derogat lex generali merupakan peraturan 

perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan 

peraturan perundang-undangan yang lebih umum. 

3. Asas lex posterior derogat lex priori merupakan peraturan 

perundang-undangan yang lahir kemudian mengesampingkan 

peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika 

materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama 

(Ansori, 2020). 

 

Tiga bagian yang terdapat dalam asas-asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan, yakni: 

1. Asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Asas-asas yang terkandung dalam materi muatan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan hal demikian mencerminkan 

norma/aturan hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-

undangan tersebut (Rokilah & Sulasno, 2021). 

 

Berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan yang 

dijelaskan oleh Hans Kelsen, maka terdapat asas-asas tata urutan, 

sebagai berikut: 

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat 

mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

2. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau 

ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang 

sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya. 

3. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 

rendah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat 

apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. 

4. Materi muatan yang seharusnya diatur oleh peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh 

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Ansori, 2020). 
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Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan 

merupakan landasan yang dijadikan pedoman dalam merumuskan 

ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan dalam peraturan 

perundang-undangan. Asas tersebut, juga merupakan satu kesatuan 

dalam sistem hukum untuk menjamin implementasi peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk. 

 

 

******* 
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Pendahuluan 
Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang 

dibentuk oleh lembaga negara dan/atau pejabat berwenang dan 

mengikat secara umum (Farida Indrati S., 2007). Peraturan 

perundang-undangan selain menjadi salah satu instrumen tindakan 

pemerintah (beesturhandeling) juga digunakan sebagai landasan dari 

implementasi kebijakan. Peraturan perundang-undangan sebagai 

instrumen atau sarana pemerintahan berbentuk peraturan tertulis, 

berisikan norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk 

atau ditetapkan oleh lembaga negara dan/atau pejabat yang diberikan 

kewenangan melalui prosedur yang telah ditentukan (Manan, 1997). 

Peraturan perundang-undangan selalu mengalami dinamika dalam 

jenis, bentuk, fungsi maupun muatan normanya. Oleh karena itu, 

definisi dari peraturan perundang-undangan sejatinya masih 

ditemukan ragam diferensiasi yang signifikan termasuk aspek 

nomenklatur maupun muatan normanya. Hal demikian merupakan 

implikasi salah satu bentuk usaha pembangunan hukum seperti 

sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-

undangan. 
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Mengkaji Undang-Undang yang mengatur mengenai 

Pemerintah Daerah, sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, menunjukkan pertanggungjawaban 

penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi dominasi 

pemerintah daerah, yaitu Kepala Daerah. Maka, materi muatan 

Peraturan Daerah bertendensi inisiasi kepentingan eksekutif untuk 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

 

8. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya 

Peraturan perundang-undangan lainnya merupakan klasifikasi 

peraturan perundang-undangan diluar hirarki. Materi muatan 

peraturan perundang-undangan lainnya, dimensi pengaturannya 

bersifat khusus dan dibuat lembaga negara Departemen, Komisi, 

Otoritas, dan/atau Badan yang memiliki kewenangan itu dari 

Undang-Undang. Contohnya, Peraturan Menteri yang materi 

muatannya mengatur terbatas pada bidang yang menjadi tugas, 

kewenangan dan tanggung jawab bidang Kementerian tersebut 

(Junaidi, 2021). Materi muatan Peraturan Menteri tidak boleh 

bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih 

tinggi dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Hal identik 

ditemukan pada materi muatan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilu, Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan dan Peraturan Ombudsman RI. Penyesuaian dilakukan 

pada aspek nomenklatur yang disesuaikan pembidangan dan jenis 

lembaga, departemen, komisi, otoritas atau badan yang 

mengeluarkannya. 
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Pendahuluan  

Negara yang mengatur rakyatnya memerlukan sistem hukum yang 

berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam konteks hukum 

positif. Produk hukum yang dibentuk harus disesuaikan dengan 

kebutuhan dan peruntukan masyarakat, terutama jika berlaku di 

tingkat daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. 

Lembaga-lembaga yang memiliki wewenang berperan dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan, juga harus sesuai 

dengan Lembaga pembentuknya 

Dalam sebuah pengantar oleh Mahfud MD, dijelaskan bahwa 

dalam negara demokrasi, undang-undang dibuat oleh wakil rakyat 

melalui lembaga legislatif berdasarkan aspirasi dan kehendak rakyat. 

Melalui lembaga legislatif ini, kepentingan rakyat dikumpulkan untuk 

kemudian diwujudkan dalam undang-undang. Undang-undang 

tersebut berlaku mengikat dan harus dipatuhi. Idealnya, undang-

undang merupakan formalisasi atau kristalisasi norma dan kaidah 

yang sesuai dengan aspirasi masyarakat (Pataniari Siahaan, 2012).     
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3. Berita Negara Republik Indonesia; 

4. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia: 

5. Lembaran Daerah: 

6. Tambahan Lembaran daerah; atau 

7. Berita Daerah. 

 

Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan dalam 

lembar negara, meliputi: 

1. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 

2. Peraturan Pemerintah; 

3. Peraturan Presiden; dan 

4. Peraturan Perundang-Undangan lain yang menurut Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku harus diundangkan dalam 

lembar Negara.  

Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam lembar 

negara terkait Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti 

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, 

dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. Pengundangan 

Peraturan Perundang-Undangan dalam lembar negara terkait 

Peraturan Perundang-Undangan lain yang menurut Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku dan berita negara yang terdapat 

pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dilaksanakan oleh 

Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. 

 

 

******* 
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Pendahuluan 
Berdasarkan teori Hans Kelsen, Hans Nawiasky mengembangkan 

pandangan mengenai struktur norma hukum dalam bentuk stupa 

(stufenformig) yang terdiri dari beberapa bagian (zwischenstufe), yaitu 

staats fundamental norm (norma dasar), staatsgrundgesetz (norma 

dasar yang luas dan dapat terdapat dalam beberapa peraturan), 

formell gesetz (peraturan konkret dan terperinci), verordnung satzung 

(peraturan pelaksana), dan autonome satzung (peraturan otonom).  

Struktur hukum di Indonesia mengatur hierarki peraturan 

perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan. Hierarki tersebut merupakan 

pengaturan tingkatan dari setiap jenis peraturan perundang-

undangan, dengan prinsip bahwa peraturan perundang-undangan 

yang berada pada tingkatan lebih rendah tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkatan 

lebih tinggi (penjelasan Pasal 7 ayat 2 UU 13/2022 (UUPUU, 2022)). 

Hierarki tersebut terdiri dari beberapa jenis peraturan perundang-
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Evaluasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses 

penting dalam sistem hukum suatu negara. Baik di tingkat pusat 

maupun daerah, proses ini melibatkan langkah-langkah yang 

kompleks dan tahapan yang harus dijalankan dengan cermat. Evaluasi 

terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan 

menjadi hal yang relevan guna memastikan efektivitas, keberlanjutan, 

dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat serta hukum yang 

berlaku. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tugas 

dan fungsi utama melakukan perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

penetapan, pengesahan, sosialisasi dan evaluasi dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan (Zainal, 2018).   

Pembentukan peraturan menghasilkan fenomena hukum yang 

lebih luas dari regulasi, mencakup regulasi bidang inovasi digital dan 

regulasi lain yang terbatas dalam ruang dan waktu. Negara sebagai 

rezim hukum eksperimental mengidentifikasikan rezim hukum 
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beragam persoalan. Persoalan yang timbul karena sering terjadinya 

ketidakharmonisan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berada di level atas atau setingkat Undang-Undang. Permasalahan 

yang ditimbulkan akibat ketidak harmonisan ini menjadi hambatan 

utama dalam pembangunan nasional dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan pemerintah pusat yang 

lemah  dalam proses  pembentukan suatu peraturan daerah 

merupakan  salah satu indikator yang penyebab  terjadinya tumpang 

tindih antara perda terhadap peraturan yang berada diatasnya.  

Faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan 

peraturan daerah berasal dari internal dan eksternal  lembaga 

pembentuk peraturan daerah. Dalam hal ini dapat ditanggulangi dari 

pihak internal dan eksternal (Cerdas, Abdurahman and Perwira, 

2022). 

Pihak eksternal dalam pembentukan peraturan daerah adalah 

adanya partisipasi publik dan transparansi yang merupakan sebagian 

syarat penyelenggara pemerintahan yang baik (good governance) 

sebagai kebijakan publik dalam membentuk peraturan perundang-

undangan. Partisipasi publik sebagai implementasi dari Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang melibatkan masyarakat dalam 

memberikan masukan secara lisan atau tertulis. 

Pemaparan secara rinci tentang partisipasi publik dalam 

pembentukan peraturan daerah tertuang pada artikel 

(Praptanugraha, 2008). Pada kajian artikel ini  menjelaskan urgensi 

partisipasi publik dalam membentuk peraturan daerah mencakup 

sarana sosialisasi peraturan kepada publik, sarana negosiasi dengan 

masyarakat dalam kaitan materi peraturan perundang-undangan 

yang mengikat masyarakat, memperkuat  legitimasi pemerintah 

dalam pelaksanaan peraturan, mengurangi tingkat resistensi dari 

masyarakat dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan 

(Ari Yuliartini Griadhi And Sri Utari, 1970). 
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Pendahuluan 
Proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya 

menjadi tanggung jawab Presiden dan DPR, tetapi juga melibatkan 

partisipasi masyarakat. Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang bermaksud untuk menetapkan 

peraturan perundang-undangan yang melibatkan partisipasi 

masyarakat. Mahkamah Konstitusi memberikan tiga kriteria 

partisipasi yang berarti, yaitu: pendapat masyarakat harus didengar 

(right to be heard), Opini publik harus dipertimbangkan (right to be 

considered), dan Pendapat masyarakat harus dijawab atau dijelaskan 

(right to be explained). Konsep ini memperluas arti partisipasi 

masyarakat dalam proses membuat peraturan. Sebagian besar orang 

percaya bahwa penerapan ide ini akan mendorong pembentukan 

peraturan yang responsif, karena partisipasi yang lebih luas dalam 

masyarakat pada proses tersebut akan berdampak pada hukum yang 

sangat responsif. Selain itu, Konsep ini secara tidak langsung 

meningkatkan transparansi dalam proses perundang-undangan 

(Karsono & Syauket, 2023). 
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yaitu didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, dan 

mendapatkan tanggapan atau penjelasan atas gagasan yang telah 

disampaikan. Konsep partisipasi yang bermakna tersebut 

mengembangkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses 

pembentukan peraturan perundang-undangan dan diharapkan dapat 

mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

responsif dan transparan. 

Partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan memiliki beberapa manfaat, seperti 

meningkatkan kualitas peraturan, memastikan kepentingan publik 

terakomodasi, meningkatkan legitimasi peraturan, dan meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas. Namun, terdapat beberapa tantangan 

dalam implementasi partisipasi yang bermakna, seperti kurangnya 

pemahaman tentang konsep tersebut, ketidakkonsistenan dalam 

peraturan perundang-undangan terkait partisipasi masyarakat, dan 

kurangnya kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi.  

Untuk memastikan partisipasi masyarakat yang bermakna dapat 

terwujud, diperlukan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep 

partisipasi yang bermakna serta upaya untuk memperkuat partisipasi 

masyarakat. Hal ini meliputi harmonisasi peraturan perundang-

undangan terkait partisipasi, penyusunan panduan yang jelas, dan 

pengaturan sanksi atau konsekuensi hukum jika partisipasi tidak 

dilaksanakan.  

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip meaningful 

participation, seperti hak hak untuk didengarkan, hak untuk 

dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau 

jawaban atas pendapatnya, dan keterlibatan masyarakat dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjadi lebih 

efektif dan memberikan dampak yang signifikan dalam kebijakan 

publik yang dibuat. 
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Fungsi dan Jenis Peraturan Perundang-Undang di Indonesia  

Peraturan merupakan produk hukum yang terdiri dari kumpulan 

beberapa norma hukum yang memiliki sifat norma hukum umum 

abstrak atau umum konkret, Peraturan dalam Bahasa pemerintah juga 

sering disebut regeling. Artinya bahwa peraturan merupakan produk 

yang dikeluarkan oleh pemerintahan untuk mengurus suatu negara. 

Adanya berbagai jenis peraturan perundang-undangan di Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dalam suatu urutan atau tata susunan 

hierarki peraturan. Peraturan tidak berdiri sendiri, tetap miliki 

macam dan jenis peraturan itu digunakan sesuai dengan tujuannya, 

dengan tata urutan atau hierarki peraturan maka, yang 

mengakibatkan pula adanya perbedaan dalam hal fungsi maupun 

materi muatan itu sendiri terbagi dalam jenis peraturan perundang-

undangan tersebut. Maka, berdasarkan tata susunan jenis-jenis 

peraturan perundang-undangan memiliki fungsi yang berbeda. 
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3. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan 

hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu 

Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu. 
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Pendahuluan 
Pembangunan hukum nasional di Indonesia dilakukan secara 

terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan tujuan memastikan 

perlindungan hak dan kewajiban semua rakyat Indonesia sesuai 

dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(dan ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) (UUPUU, 

2011). Proses pembangunan hukum nasional ini dilakukan melalui 

pembentukan peraturan perundang-undangan (Priyanta, 2015). 
Pembentukan peraturan perundang-undangan melibatkan 

tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 

penetapan, dan pengundangan, sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 

angka 1 UU 12/2011. Peraturan perundang-undangan adalah aturan 

tertulis yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh 

lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan harus mengikuti 

prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU 12/2011. 
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sejarah awal norma-1 yang merupakan norma yang umum 

menyiratkan bahwa warga negara yang menganggur tetap 

berkewajiban membayar pajak. Jika dimaknai demikian, maka 

norma-1 akan bertentangan dengan norma-2 yang membebaskan 

warga negara yang menganggur dari kewajiban membayar pajak. 

Namun, dengan menerapkan asas lex specialis, norma-2 dapat 

dianggap sebagai norma yang khusus karena memiliki faktor kunci 

yang tidak terdapat dalam norma-1. Faktor kunci "warga negara" 

dalam norma-1, dalam norma-2 memiliki faktor kunci yang 

berbeda, yaitu "yang menganggur" (Pleszka, 2015). 

Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara 

kronologis, yaitu mengikuti urutan waktu penetapan peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi horisontal 

bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana peraturan 

perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu 

memiliki kesesuaian antara peraturan-peraturan sejajar yang 

mengatur bidang yang sama. 

 

Penutup 
Pembentukan suatu produk hukum dalam lingkupnya terdapat 

berbagai hal yang perlu diperhatikan, diantaranya memperhatikan 

hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan, materi muatan, dan asas hukum lain 

sehingga produk hukum yang akan dibentuk tidak saling 

bertentangan atau tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dengan 

peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain perlu 

dilakukan suatu harmonisasi dan sinkronisasi dalam pembentukan 

suatu produk hukum. 

Harmonisasi dan sinkronisasi hukum sebagai suatu proses dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal 

yang bertentangan antar norma-norma hukum di dalam peraturan 

perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-

undangan yang sinkron, selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan 

konsisten serta taat asas. 2. Selain dilakukan pada saat pembentukan 

suatu produk hukum, harmonisasi dan sinkronisasi hukum juga 
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dilakukan terhadap produk hukum yang telah terbentuk karena 

adanya dinamika hukum atas dibentuk atau diundangkannya suatu 

peraturan perundang-undangan baru sehingga menyebabkan 

beberapa produk hukum tersebut menjadi tidak harmonis atau tidak 

sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru 

diundangkan tersebut. 
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Latar Belakang  
Peraturan perundang-undangan di banyak negara, termasuk 

Indonesia, adalah alat penting dalam sistem hukum yang berfungsi 

untuk mengatur perilaku dan aktivitas masyarakat. Perubahan dan 

pembaharuan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk 

memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat menangani isu-isu 

yang berkembang di masyarakat (Smith, 2019). 

Sejarah perubahan dan pembaharuan peraturan perundang-

undangan dapat dilihat sejak zaman kolonial Belanda, ketika 

peraturan hukum berbasis adat digantikan oleh hukum yang dibuat 

oleh penguasa kolonial (Kingsbury, 2005). Setelah kemerdekaan, 

Indonesia mengadopsi sistem hukum campuran, mengambil elemen 

dari hukum Romawi-Jerman, hukum adat, dan hukum Islam (Butt, S., 

& Lindsey, 2012). 

Pembaharuan dan perubahan peraturan perundang-undangan di 

Indonesia mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011). 
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Pendahuluan 
Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), terdapat makna yang menyatakan 

bahwa Negara Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 

Agustus 1945 adalah negara yang berdasarkan atas hukum 

(rechtsstaat) dalam arti negara pengurus (verzorgingsstaat). Hal ini 

tertulis dalam pembukaan UUD NRI 1945 pada Alinea ke-4 (Indrati, 

2013). Dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, 

dan mudah diterapkan dalam masyarakat merupakan salah satu tiang 

utama. Oleh karena itu, peraturan yang memberikan pedoman tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan selalu dinantikan dan 

diharapkan untuk memberikan arahan dan panduan agar proses 

pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi lebih jelas, 

meliputi tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, 

pengesahan atau penetapan, serta pengundangannya, baik di tingkat 

Pusat maupun di tingkat daerah. 
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Bahasa Indonesia Hukum dalam Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan    
Istilah bahasa dalam beberapa rujukan diantaranya: "lingua" (bahasa 

Latin), "linguaggio" dan "lingue" (bahasa Italia), "langage" dan 

"langue" (bahasa Perancis), "lenguage" dan "lengua" (bahasa Spanyol), 

kesemuanya menunjuk kepada pengertian bahasa (Busri, 2018) 

(Busri, 2018). Bahasa memiliki peran penting dalam semua sektor 

kehidupan. Ini penting untuk memahami pertukaran informasi antar 

subjek. Bahasa harus diperhatikan secara khusus dalam bidang 

tertentu. Pendapat ahli, seperti Prof. Hilman Hadikusuma, tentang 

pengertian bahasa adalah hal yang kompleks dan fundamental 

(Qamar, 2017) “bahasa adalah kata-kata yang digunakan sebagai alat 

bagi manusia untuk menyatakan atau melukiskan sesuatu kehendak, 

perasaan, pikiran, pengalaman terutama dalam hubungannya dengan 

manusia lain.” selaras dengan pandangan tersebut menurut Richards, 

Platt & Weber (Richards, J., Platt, J., Weber, H., Inman, P., & Inman, 

1986) yakni “the system of human communication by means of a 

structured arrangement of sounds (or written representation) to form 

lager units, eg. morphemes, words, sentences”.  
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Contoh : 

“Kecuali terhadap kapal-kapal Timor Leste, penangkapan ikan di 

wilayah Nusa Tenggara Timur hanya dapat dilakukan oleh Kapal-

kapal Indonesia” – Bahasa Indonesia Hukum yang memiliki makna 

ganda.  

3. Hindari penggunaan kata yang berlebihan. 

Penggunaan kata yang berlebihan tentu membingungkan bagi 

penafsir hukum. Kondisi ini sering kali menjadi kerancuan dalam 

penerjemahan hukum, maka sangat perlu diperhatikan efektifitas 

penggunaan kata dalam peraturan perundang-undangan.  

Contoh :  

“Tidak dibolehkan dan batal adalah tiap janji antara majikan atau 

seorang pegawainya atau kuasanya dan seorang buruh yang bekerja 

dibawah salah seorang dari mereka itu, dimana buruh mengikatkan 

diri untuk menggunakan upah atau pendapatan lainnya seluruhnya 

atau sebagian menurut suatu cara tertentu atau pun untuk membeli 

barang keperluannya di suatu tempat atau dari seseorang tertentu” 

(pasal 1601 KUHperdata) – Bahasa Indonesia Hukum yang 

menggunakan kata yang berlebih. 

4. Gunakan kata yang konsisten. 

Penggunaan kata yang konsisten akan menimbulkan kesan yang 

harmonis bagi makna di dalam peraturan maupun di luar 

peraturan perundang-undangan, maka diperlukan penggunaan 

kata yang sama untuk maksud yang sama dan kata yang berbeda 

untuk maksud yang berbeda. 

5. Gunakan kalimat positif, hindari kalimat negatif. 

Penggunaan kata positif dapat mencerminkan pemahaman yang 

lebih baik bagi masyarakat awam, sehingga dapat ditafsirkan 

secara mudah dan jelas, yang tentu mengakibatkan semua orang 

yang membaca mengerti maksud dan tujuan adanya pasal tersebut.  

Contoh:  

“Tidak seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan 

dan pensitaan selain atas perintah tertulis kekuasaan yang sah 

dalam hal menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang”. 
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Pendahuluan 
Sejak zaman Aristoteles, para pakar perbandingan telah 

mengembangkan berbagai tipologi alternatif untuk 

mengklasifikasikan sistem ketatanegaraan. Satu skema paradigmatik 

berfokus pada hubungan eksekutif-legislatif. Sistem presidensial 

adalah salah satu dari tipe pemerintahan yang ditemukan 

berdasarkan pengamatan tersebut di mana Amerika Serikat 

dipandang sebagai sistem presidensial klasik. Dalam model Amerika, 

presiden tidak memiliki kekuasaan membuat undang-undang yang 

eksplisit dan tidak memiliki Constitutional Decree Authority (CDA) atas 

executive decree (Ginsburg, Cheibub, & Elkins, 2010). Ini berbeda 

dengan model sistem presidensial di Indonesia dan Brazil, di mana 

presiden tidak hanya terlibat dalam pembuatan undang-undang tetapi 

juga memiliki CDA. 

Mengenai CDA, Clinton Rossiter menerangkan bahwa ada 

semacam pendelegasian kekuasaan membentuk undang-undang 
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hukum; dan ketiga perlindungan terhadap hak-hak dasar (Rosenfeld, 

1994).     

Terhadap pemberdayaan CDA, perlu kiranya direnungi apa yang 

dikatakan Lord Chancellor Northington pada Tahun 1766: “every 

government can arbitraly impose laws on all its subject; there must be a 

supreme dominion in every state; whether monarchial, aristrocratical, 

democratical or mixed. And all subjects of each state are bound by the 

laws made by government” (McIlawain, 1947). Apa yang dikatakan 

Northington ini, merefleksikan kondisi saat ini, di mana CDA 

diberdayakan Presiden secara sewenang-wenang, oleh sebab itu, 

dibutuhkan konstitusionalisme untuk membendungnya.  

 

Penutup 
Berdasarkan studi perbandingan yang dilakukan terhadap 

pengaturan CDA antara Indonesia dan Brazil ditemukan beberapa hal 

yang menarik. Dari segi pengaturan tampak bahwa Konstitusi Brazil 

lebih baik dibandingkan UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi Brazil 

mengatur secara rigid mengenai CDA, hal tersebut dapat dijumpai 

dengan adanya limitasi terhadap masa kadaluwarsa CDA yang 

ditentukan selama 65 hari dan diperpanjang sekali lagi. Di Indonesia, 

pengaturan kedaluwarsa dirumuskan dalam frasa “ini harus 

mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan 

yang berikut”.  

Terhadap materi muatan CDA, konstitusi Brazil melimitasi pada 

hal-hal tertentu sedang di Indonesia tidak ditemukan pengaturan 

materi muatan dan ini merupakan kekurangan yang ada dalam UUD 

NRI Tahun 1945. Selain itu ditemukan juga kesamaan pengaturan 

sekaligus merupakan kelebihan dari setiap konstitusi yaitu adanya 

keterlibatan parlemen untuk menilai CDA yang merupakan 

perwujudan dari prinsip check and balances.  

Ditemukan juga fakta bahwa, meski konstitusi Brazil sangat baik 

dalam pengaturan CDA, namun tidak berbanding lurus dengan 

penggunaanya. Presiden Brazil terbiasa menerbitkan CDA meski tidak 

dalam keadaan abnormal sehingga mengaburkan makna dari CDA itu 

sendiri sedang di Indonesia, CDA digunakan sebagai alat untuk 
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bertindak sewenang-wenang sehingga menampakan karakter 

pemerintahan otoritarian. Melihat penggunaan CDA di kedua negara 

tersebut, terdapat satu frasa yang dapat menggambarkan situasi 

tersebut yaitu “constitution without constitutionalism”.  Ke depan, CDA 

perlu dirinci pengaturannya baik dari segi prosedur maupun materi 

muatannya. Di samping itu, konstitusionalisme dalam penggunaan 

CDA tidak boleh dinegasikan. 
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